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PUTUSAN
Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Mbl

p—alpslally

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara ceraitalak antara :

[2] Pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikkan terakhir SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal di RT.XXX
Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dan
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib),

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut,
Setelah membaca berkas perkarayang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA
[3.1] Permohonan Pemohon
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal
23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Bulian dengan Nomor: 0082/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 23 Maret 2015 telah
mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2014 Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten
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Purworejo Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX
tanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah
Temohon di RT.XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten
Purworejo Provinsi Jawa Tengah, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian
pindah kerumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai
berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-
rukun saja selama lebih kurang 1 minggu namun setelah itu sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Termohon malas-malasan mengurus rumah tangga;
b. Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya suami istri (pisah
ranjang);

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

6. Bahwa, sejak 04 Pebruari 2015, Termohon pergi pergi dari rumah kediaman
bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan sampai sekarang sudah 1 bulan
20 hari lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim
kabar berita, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan
pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

7. Bahwa, dengan ghoibnya Termohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarga
telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada
keluarga Termohon, namun Termohon tidak berhasil diketemukan tempat
tinggalnya;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud
bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Muara Bulian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohontidak pernah hadir dantidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan
tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohontidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara
ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan
Pemohonyang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Termohontidak pernah hadir di persidangan;

[3.5] Acarapembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:
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I.  Bukti Surat

a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama

Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten

Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan setelah

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf oleh

Ketua Majelis dan diberi kode (P.1);

b. Foto copy surat keterangan ghoib nomor 06/SKG/Idp/IIV©2015 tanggal 23
Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi paraf oleh Ketua Majelis
dan diberi kode (P.2)

[l. Buktisaksi

1. SAKSI |, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman
di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. setelah
saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan
yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
teman Pemohon;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohondan Termohon;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon
berstatus janda,

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di Jawa setelah itu pindah ke Desa XXX sampai berpisah rumah;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun,
namun sejak 1 bulan tinggal di Desa XXX mulai timbul masalah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon tidak mau mengurus keperluan

Pemohon dan tidak mau merawat Pemohon yang sering sakit-sakitan,
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dengan alasan Termohon minta pulang ke Jawa karena teringat
dengan orang tuanya, tetapi Pemohon tidak mengizinkan, namun
akibatnya Termohon tidak mau melayani nafkah batin Pemohon,
Termohon tidur dikamar pintu dikunci, sedangkan Pemohon tidur di luar
yang membuat Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan Termohon
tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon yang sedang sakit ;

- Bahwa, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sejak bulan
Pebruari 2015 sampai sekarang sudah hampir 5 bulan lamanya dan
tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah pernah ada upaya
mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tersebut merupakan
pengetahuan saksi secara langsung, bukan bersumber dari cerita orang
lain;

- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan

cara menasihati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur 40. tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa XXX
Peris, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari. setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa
ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang
sebenarnya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
sebagai Kepala Desa dilingkungan tempat tinggal Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohondan Termohon
dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus
janda;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

di Jawa, setelah itu pindah ke Desa XXX;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun, namun sejak 1 bulan tinggal di Ladang peris terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang
sering sakit sakitan;

- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tersebut merupakan
pengetahuan saksi secara langsung, bukan bersumber dari cerita orang
lain dan juga saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan
Termohon bertengkar, namun mengenai penyebabnya saksi ketahui dari
cerita Pemohon;

- Bahwa, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sejak bulan
Pebruari 2015 sampai sekarang sudah hampir 5 bulan lamanya dan
tidak tahu lagi tempat keberadaannya;

- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah pernah ada upaya
mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

[3.6] Acarapembuktian selesai

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan
alat bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakantetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian

yang tak terpisahkan dari putusanini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimanatersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
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sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, maka Termohon harus dinyatakantidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Termohon(Verstek);

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak
berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

[4.4] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa maskud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan
bahwa pokok sengketa perkaraini adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh
suami terhadap istri, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan danberdasarkan
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka
keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini (personastandiinjudicio);

[4.6] Pokok dalil permohonan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada

pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
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sudah tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Termohon malas-malasan mengurus rumah tangga, Termohon tidak mau
melayani Pemohon selayaknya suami istri (pisah ranjang) dan Termohon pergi
dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka dengan sikap dan
perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga
dengan Termohon dan bermaksud bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.7] Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap
sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil
permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan,
mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan
dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar, maka perlu didukung dengan
alat bukti;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii permohonan cerai yang telah diajukan
oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar
diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut,
(1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut
menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan

sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
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[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib
membuktikan dalil-dalil permohonannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan
cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P.1
dan P.2) serta dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta
nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah
diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh
karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteriyang sah
sampai saatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) vyaitu Foto copy surat
keterangan ghoib nomor 06/SKG/dp/li2015 tanggal 23 Maret 2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Kecamatan XXX Kabupaten Batng Hari, dapat
diterima sebagai bukti permulaan yang menjelaskan Termohon sudah tidak
diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar
wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, tidak
terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut
dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling
bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil
gugatan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Kronologis kasus
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Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapatdisimpulkan

kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon di Jawa setelah itu pindah ke Desa XXX sampai berpisah
rumabh;

3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun,
namun sejak 1 bulan tinggal di Ladang Peris terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau
mengurus keperluan Pemohon dan tidak mau merawat Pemohon yang
sering sakit-sakitan, Termohon sering minta pulang ke Jawa karena
teringat dengan orang tuanya, tetapi Pemohon tidak mengizinkan,
namun akibatnya Termohon tidak mau melayani nafkah batin Pemohon,
Termohon tidur dikamar pintu dikunci, sedangkan Pemohon tidur di luar
yang membuat Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan Termohon
tidak peduli lagi dengan keadaan Pemohon yang sedang sakit dan
Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sejak bulan Pebruari
2015 sampai sekarang sudah hampir 5 bulan lamanya dan tidak
diketahui lagi tempat keberadaannya;

5. Bahwa, Pemohon sudah pernah mengupayakan mencari keberadaan

Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya
fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai
berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 bulan tinggal di
Ladang Peris sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mengurus
keperluan Pemohon dan tidak mau merawat Pemohon yang sering sakit-
sakitan, sampai akhirnya pada bulan Pebruari 2015 sampai sekarang
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sudah hampir 5 bulan lamanya dan tidak diketahui lagi alamat tempat
tinggalnya dengan jelas dan pasti meskipun untuk mencari keberadaan
Termohon sudah diupayakan, hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak
sanggup lagi berumahtangga dengan Termohon;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan faktor yang
sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga
karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama
lain antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan tujuan
membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terabaikan;

3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara dan
menasihati Pemohon agar bersabar, baik melalui keluarga sebelum perkara
ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan,
ternyata tetap gagal, karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka
kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.;

4. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras
inginbercerai dengan Termohon;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, suami istri tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, tidak adanya komunikasi satu sama lain dalam jangka waktu lama
secara berturut-turut, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh
rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru
sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan

bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.13] Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak
hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang
cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat

dipertimbangkan untuk dikabulkan;
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[4.14] Pertimbangan syar’i
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT

dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagoroh ayat 227 yang berbunyi :

O RAee ¢r=2OREHA D Wa de BHF-URLIOOIR Y RO
SHORNEON AAON, AXle A &5

Artinya : “Barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak,
sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

[4.15] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka unsur-unsur alasan perceraian Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dihadapan sidang
Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[4.16] Waktu pelaksanaanikrar

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan
ditetapkan setelah putusanizin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil

masing-masing pihak;

[4.17] Pengiriman salinan penetapan ikrar

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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[4.18] Biayaperkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.19] Penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkaraini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Muara Bulian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang
Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah. oleh kami Roni Fahmi, S. Ag, MA
sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky,SHI, MH dan Taufik Rahayu Syam,
SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
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dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdarni, BA

sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
Roni Fahmi, S. Ag, MA

Hakim-Hakim Anggota

Andi Mia Ahmad Zaky,SHI, MH Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti

Musdarni, BA

Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :  Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :  Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi :  Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH . Rp. 341.000,-
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